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Judul  : Pengaturan Prinsip Mengenali Pemili i
Mitigasi Risiko Hukum ilik Manfaat Perseroan Terbatas Sebagai Upaya

ABSTRAK

Pcrk'cmbangan dunia investasi di Indonesia pada era modemn saat ini
menimbulkan fenomena hukum baru yang perlu diperhatikan. Fenomena hukum
tersebut adalah adanya tindak pidana bersumbunyi dalam korporasi. Oleh sebab
itu, salah satu bentuk dari pencegahan terhadap tindak pidana tersebut, Indonesia
m.embcrlakukan transparansi pemilik manfaat bagi seluruh korporasi. Semenjak
dn}ndﬂngk:mnya Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan
Prinsip Mcn_genali Pemilik Manfaat dari Korporasi yang ditujukan untuk
mencegah tindak pidana korupsi dan pendanaan terorisme. Pemerintah
mewajibkan _sc!uruh korporasi di Indonesia melakukan pengungkapan dan
pencrapan prinsip mengenali manfaat bagi korporasi.Tingkat Pengungkapan atau
kg(erbukaan informasi terkait pemilik manfaat yang tergolong masih rendah
dlkurcnal_can kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kepentingan
korporasi tentang pemilik manfaat itu sendiri membuat sulitnya pemerintah dalam
melacak siapa yang sebenamya menerima manfaat atau dalam hal perusahaan
berupa keuntungan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
keterbukaan informasi pemilik manfaat sebagai upaya mitigasi risiko hukum pada
perseroan terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan teknik pengumpulan dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan-
peraturan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan skripsi ini. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa belum adanya jaminan kepastian hukum untuk
melindungi perusahaan dalam hal mitigasi risiko hukum dan juga belum adanya
aturan lebih lanjut mengenai pemilik manfaat schingga dibutuhkannya peninjauan
kembali terkait pengaturan presiden fersebut.

Kata kunci: Mitigasi Risike, Pemilik Manfaat. dan Perscroan Tecbatas.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Civil Law,
dimana eksistensi perundang-undangan sangat dinilai penting dan apabila
dikaitkan dengan asas legalitas semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
harus memiliki dasar hukum yang berlaku (perundang-undangan yang berlaku).
Walaupun Indonesia menganut sistem hukum Civil Law dalam perjalanannya
dalam beberapa bidang hukum tertentu konsep-konsep dari sistem hukum
Common Law telah di adopsi contohnya konsep-konsep dalam korporasi, seperti
Fiduciary  Duties, Business Judgment Rule (BJR), Piercing  Corporate
Veil (PCV), Ultra Vires vs Intra Vires, Shareholders Derivative Action, Corporate
Social Responsibility (CSR), konsep di atas telah diatur secara tidak tegas pada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan yang
sedang baru baru ini ramai adalah tentang konsep Beneficial Ownership. Hal ini
membuktikan bahwa konsep yang diterapkan di sistem hukum Common Law
diakui dan diadopsi secara implisit oleh indonesia begitupun juga sebalikanya
konsep hukum dari Indonesia menjadi bagian hukum internasional.*

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 muncul

terminologi baru yang perlu diisi oleh Pendiri Perseroan yaitu Pemilik

1 Riyanto, Agus. 2017. “Civil Law dan Common Law, Haruskah didikotomikan?”.
https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didiikotomikan/
(diakses pada 24 Augustus 2022 Pukul 22.00)



https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didiikotomikan/

Manfaat Perusahaan (Beneficial Ownership).? Pemilik manfaat (Beneficial
Owner) yang selanjutnya disingkat sebagai BO atau di Indonesia lebih dikenal
sebagai Pemilik Manfaat, pertama kali muncul pada perjanjian Kanada dan
Amerika Serikat pada tahun 1942 pada dasarnya muncul dari sistem hukum
Common Law, definisi dari Beneficial Owner sendiri adalah orang yang
memenuhi syarat dan kriteria sebagai pemilik, walaupun tidak adanya pengakuan
kepemilikan berdasarkan atau menurut hukum?3. Sebagai negara yang menganut
sistem civil law, Indonesia sebelumnya tidak mengenal konsep BO, melainkan
hanya mengenal istilah legal ownership yang mencakup kepemilikan akan sebuah
entitas sesuai ketentuan yurisdiksinya.

Pada tahun 2018 setelah di terbitkannya Peraturan Presiden tersebut
pemerintah terus menuntut transparasi atau keterbukaan pemilik manfaat dari
seluruh korporasi di Indonesia. Pemerintah mewajibkan seluruh korporasi di
Indonesia melakukan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali manfaat
korporasi. Pengungkapan dan penerapan prinsip tersebut mendasari agar
diketahuinya orang-orang yang berada dibelakang korporasi tersebut. Namun
pada faktanya berdasarkan data yang di peroleh per tanggal 5 Desember 2021
hanya 279.398 perseroan terbatas dari 1.099.075 perseroan terbatas yang terdaftar

dalam sistem AHU online milik Direktorat Jendral Admnistrasi Hukum Umum

2 Magfirah Hamzah. 2021. Kedudukan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan.
Jurnal llmu Hukum dan Humaniora. Vol.8 Nomor4. HIm. 468.

3 Anthony Tiono, R. Arja Sadjiarto, 2013, ‘Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah
Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda’, Vol. 3 Tax & Accounting Re-view.



yang medaftar Beneficial Ownership di laman AHU Online*, contohnya salah satu
perusahaan maskapai milik Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia. Apabila di lihat
dari angka yang telah melaporkan pemilik manfaat dari data tersebut, angka
tersebut mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan akan
pentingnya melaporkan BO itu sangatlah rendah. Indonesia telah menerapkan
prinsip meneganali manfaat korporasi, melakukan upaya untuk mencegah
beberapa masalah yang terjadi seperti pendirian perusahaan cangkang perusahaan
(Shell Company) yang dibentuk sebagai taktik — untuk  menyembunyikan
uang Yyang diperoleh dari suatu tindak pidana.> Menurut Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD) perusahaan cangkang adalah
suatu legal entities yang tidak secara aktif melakukan kegiatan usahanya dinegara
mana ia didirikan, di Indonesia sendiri. Selain karena mencegah pendirian
perusahaan cangkang, penerapan prinsip pemilik manfaat ini dipicu karena adanya
beberapa kasus yang terjadi di Indonesia.

Publish What You Pay Indonesia melakukan studi yang ditulis oleh
Maryati Abdullah lewat tulisannya yang berjudul “Menguak Beneficial
Ownership Membongkar Kamuflase Ekonomi” menguak bahwa faktor utama
potensi hilangnya penerimaan negara adalah karena para pelaku Wajib Pajak yang

selanjutnya disingkat WP mendapat peluang yang terbukan untuk penghindaran

4 Data diperoleh dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Per Desember 2021.

5 Leong, Angela Veng Mei. (2007). Chasing Dirty Money: Domestic and International
Measures  Against  Money Laundering. Journal of Money Laundering Control Vol. 10.
(Nomor2), pp.140156
https://doi.org/10.1108/13685200710746857 (diaksespadatanggalll Agustus 2022 pukul 20.18
WIB)



https://doi.org/10.1108/13685200710746857

pajak (Tax Avoidance) dan salah satu faktor utamanya adalah masih terdapat
masalah regulasi dalam pembukaan data dari BO. Selanjutnya ada kasus besar
Bantuan Dana Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang sekarang kembali di usut
oleh Satgas BLBI lewat keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan
Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia.
Jika tarik kembali kasus ini bermula karena dampak dari krisis moneter yang
terjadi padatahun 1988.

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian di Indonesia telah berdampak
pada penyelesaian beban kewajiban Pemerintah Indonesia untuk membayar bunga
obligasi sebesar 43,07 triliun rupiah pada tahun 2000, 65,01 triliun pada tahun
2001 dan 65,52 triliun pada tahun 2002 atas utang dalam negeri Indonesia yang
sampai Desember 2001 mencapai 659 triliun rupiah.® Para Bank yang diberikan
suntikan dana tersebut sampai saat ini masih banyak yang belum mengembalikan
utang mereka ke negara sehingga menimbulkan berbagai kerugian yang
ditimbulkan terutama menunggaknya hutang negara. Selain menunggaknya
hutang negara beberapa bankir lain yang terindikasi menyelewengkan dana BLBI
tersebut salah satunya adalah direktur Bank Indonesia Hendro Budiyanti, Paul
Soetopo Tjokronegoro, dan Heru Supratomo yang menjadi terpidana kasus
korupsi. Sejumlah Obligatir lain juga tercatat melarikan diri.” Kembali diselidiki

para pelaku penyelewengan suntikan dana BLBI menjadi salah satu dari ribuan

6 Hutaruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui
Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

7 Sari, Intan Nirmala. 2021. Sejarah Kasus BLBI dam Mega Skandal di Belakangnya.
https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/614d59cb7f779/sejarah -kasus-blbi-dan-mega-
skandal-di-
belakangnya#:~:text=Kasus%20BLB1%20lahir%20dari%2 0dampak.per%20dolar%20Amerika%?2
Okala%20itu. (diaksespada 2 Agustus 2022 pukul 22.28)



https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/614d59cb7f779/sejarah-kasus-blbi-dan-mega-skandal-di-belakangnya#:~:text=Kasus%20BLBI%20lahir%20dari%20dampak,per%20dolar%20Amerika%20kala%20itu.
https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/614d59cb7f779/sejarah-kasus-blbi-dan-mega-skandal-di-belakangnya#:~:text=Kasus%20BLBI%20lahir%20dari%20dampak,per%20dolar%20Amerika%20kala%20itu.
https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/614d59cb7f779/sejarah-kasus-blbi-dan-mega-skandal-di-belakangnya#:~:text=Kasus%20BLBI%20lahir%20dari%20dampak,per%20dolar%20Amerika%20kala%20itu.
https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/614d59cb7f779/sejarah-kasus-blbi-dan-mega-skandal-di-belakangnya#:~:text=Kasus%20BLBI%20lahir%20dari%20dampak,per%20dolar%20Amerika%20kala%20itu.

kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan para pelaku tindak pidana
pencucian uang yang melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor
13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat yang didukung oleh
beberapa kebijakan lain yang mendukung peraturan presiden tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2018, Pengertian dari Pemilik Manfaat adalah perseorangan
yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus,
pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk
mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi
baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana
atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden inié.

Korporasi adalah sebuah terminologi yang erat kaitannya dengan badan
hukum atau rechtpersoon, dan terminologi badan hukum itu sendiri sangat lekat
dengan bidang hukum perdata. Menurut Moh. Soleh Djindang, korporasi adalah
suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama
sebagai sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi
adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban
tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. A.Z. Abidin
menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang
diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan

tertentu.

8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat
dari Korporaasi Dalam Rangka Pncegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangdan
TindaK Pidana Pendanaan Terorisme.



Sementara itu menurut Subekti dan Tjitrosudibjo yang dimaksud dengan
corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum,
adapun Yan Pramadya Puspa mengatakan yang dimaksud korporasi adalah suatu
perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan yang
dimaksud disini adalah suatu perkompulan atau organisasi yang oleh hukum
diperlakukan sebagai seorang manusia (personal) ialah sebagai seorang
pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau
digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan
Terbatas) atau N.V. (namloze vennootschap), yayasan (stichting), koperasi
hingga perkumpulan bahkan negara juga merupakan badan hukum?

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme, definisi pemilik manfaat ditekankan pada orang perseorangan yang
memiliki sebenarnya atas saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan 3
(tiga) kriteria, yaitu :

a. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus,
pembina, atau pengawas pada korporasi;

b. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;

9 Muladi dan dwidja Priyatno.2015. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ”. Jakarta:
Kencana Citra. HIm. 23



c. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Kkorporasi baik secara
langsung maupun tidak langsung.®

Beberapa pertimbangan yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden

Nomor 13 Tahun 2018 secara garis besar adalah adanya upaya untuk mencegah
dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme; Kebutuhan akan Pedoman Dalam Mewujudkan
keterbukaan Informasi  Korporasi di  Indonesia serta Transaksi-Transaksi
Keuangan yang Terjadi di Dalamnya; dan Pelaksanaan Komitmen Internasional
untuk Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Rekomendasi
Dari Financial Action Task Force (FATF). Berdasarkan rekomendasi FATF
Nomor 24 dan 25 dapat ditarik 4 point penting dalam rekomendasi tersebut :

1. Negara harus memiliki mekanisme yang mengidentifikasi dan
menjelaskan perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan
hukum di negaranya, proses untuk menciptakan badan hukum dan
untuk mendapatkan serta rekaman dasar dan informasi penerima
manfaat. Informasi ini harus tersedia untuk umum.

2. Negara harus menggunakan satu atau lebih mekanisme berikut untuk
memastikan bahwa informasi penerima manfaat suatu perusahaan
diperoleh dari perusahaan tersebut dan tersedia disuatu tempat tertentu
di negara mereka atau sebaliknya dapat ditentukan dengan waktu

tertentu oleh lembaga yang berwenang.

10 peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat
dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangdan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.



3. Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah
akurat dan up to date;

4. Negara harus memastikan informasi pemilik manfaat yang telah
tersimpan dalam basis data dapat dimanfaatkan oleh instansi yang
berwenang.!

Konsep dari Pemilik Manfaat yang diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 diadaptasi dari rekomendasi Financial
Action Task Force (yang selanjutnya disingkat FATF) tentang Beneficial
Ownership, baik rekomendasi FATF dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2018 sama-sama menyatakan bahwa pengungkapan BO harus dilakukan oleh
korporasi. Konsep BO yang diatur dalam rekomendasi FATF merujuk kepada
perseorangan yang secara Ultimate owns or Ulimate Effective Controls 12 dan/atau
perseorangan Yyang kepentingannya dikendalikan orang lain, istilah tersebut
menggarisbawahi pada suatu keadaan dimana pelaksanaan kepemilikan atau
pengendaliannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Selain itu Konsep
lain BO yang diatur dalam Organisation for Economic Coorporation
Development (selanjutnya disingkat OECD) membagi tiga jenis pemilik dan
penerima manfaat sebenarnya yaitu :

1) Dalam sebuah perusahaan, BO adalah pemegang saham (shareholder)

atau anggota;

11 The FATF Recommendations. 2019. “The International Standards On Combating
Money Laundering and The Financing Of Terrorism&Proliferation”. https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/quidance-transparency-beneficial-ownership.pdf diakses
pada tanggal13 November2022.

12 Henry Donald Lbn. 2017. “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus
Law,” De jure 1. Nomor 1. him 463.


https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf

2) Dalam sebuah kerja sama (partnership), BO adalah pihak partner baik
yang sifatnya terbatas maupun umum;
3) Dalam sebuah trust atau foundation, BO adalah pendiril3.

Selain itu pada tahun 2017 peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang didalamnya
turut mengatur tentang Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada Pasal 1 angka
20. Pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12/POJK.01/2017
menyebutkan, Pada Pasal 19 bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam
kelompok orang perseorangan (natural person), Korporasi, dan perikatan lainnya
(legal arrangement)!* salah satu yang harus diidentifikasi adalah identitas Pemilik
Manfaat apabila calon nasabah memiliki Pemilik Manfaat.

Dalam konteks badan hukum, BO berbeda dengan legal ownership karena
BO mencakup orang perseorangan, bukan badan hukum, yang memiliki ‘kontrol’
atau kemampuan untuk mengambil keputusan yang mutlak dalam sebuah badan
hukum. Selain itu menurut survei yang dilakukan oleh EY’s 14" Global Fraud
Survey pada tahun 2016 memberi kesimpulan bahwa 91% Pemimpin Bisnis
menganggap penting untuk mengetahui BO dari entitas yang melakukan

hubungan bisnis dengan mereka. Selain itu tiga besar lembaga pemeringkatan

13Maryati Abdullah. “Menguak Beneficial Ownership Membongkar Kamuflase Ekonomi”
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menquakbeneficial-
ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi (diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 15.53
WIB)

14 pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12/POJK.01 Tahun 2017



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguakbeneficial-ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguakbeneficial-ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi
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risiko (Credit Rating Agency), yakni Standard& Poor’s, Moody’s dan Fitch
menggunakan transparansi korporasi sebagai kriterian dalam penilaian mereka.
Risiko Hukum dalam ranah hukum perdata mengajarkan tentang risiko
atau risico leer yang mengajarkan bahwa risiko adalah sebuah akibat yang tidak
dapat diduga-duga, para ahli hukum sepakat istilah risiko hanya digunakan
apabila membahas kerugian yang disebabkan karena adanya overmacht'®. Jika
risiko hukum dan kepatuhan tidak di kelola secara baik dan benar, maka akan ada
kerugian-kerugian yang ditimbulkan yang menyebabkan ruginya perusahaan.
Untuk memitigasi risiko hukum tersebut diperlukan manajemen risiko hukum dan
kepatuhan yang merupakan komponen penting bagi perusahaan dalam
menjalankan perusahaannya. Mitigasi risiko ini mencakup kemungkinan tindakan
dan proses mitigasi risiko dalam bentuk prosedur, praktik, maupun rencana
operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.6
Oleh karena itu untuk memitigasi dan meminimalisir risiko hukum yang akan
menyebabkan kerugian perusahaan dibutuhkan kepatuhan dari perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas yang telah dijabarkan oleh penulis, maka
penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian guna menyusun sebuah skripsi
dengan judul : PENGATURAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK
MANFAAT PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI UPAYA MITIGASI

RISIKO HUKUM

15Januarita, Ratna. Mengenai Risiko Hukum.
https://crmsindonesia.org/publications/mengenai-risiko-hukum/ (Diakses pada 5 Agustus 2022
pukul 15.04)

16 Natalia, Yosy Christy. 2022. Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk Korporasi.
https://artemis.im/bh/compliance-and-risk-management-for-corporates/ (Diakses pada 23 Agustus
2022 pukul 18.47)



https://crmsindonesia.org/publications/mengenai-risiko-hukum/
https://artemis.im/bh/compliance-and-risk-management-for-corporates/
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B. RUMUSAN MASALAH
Agar mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti dan untuk
menghindari terjadinya salah sasaran dari apa yang ingin ditemukan dari
penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengaturan Prinsip Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas
Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Hukum?
2. Bagaimana Relevansi Pengaturan Prinsip Pemilik Manfaat Perseroan
Terbatas dengan Prinsip Keterbukaan Pemilik Manfaat?
3. Bagaimana Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas

Mewujudkan Mitigasi Risiko Hukum Pengelolaan Perseroan Terbatas?

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari dibuatnya
penelitian yang dibuat oleh penulis adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan dari prinsip pemilik
manfaat dari perseroan terbatas dengan keterbukaan pemilik manfaat
dalam upaya memitigasi terjadinya risiko hukum bagi perseroan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pengaturan prinsip pemilik
manfaat dengan prinsip keterbukaan pemilik manfaat.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan prinsip pemilik manfaat

perseroan terbatas dalam mewujudkan mitigasi risiko hukum.
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MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Pada Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis serta
dapat memberikan sebuah pemikiran baru terhadap ilmu hukum umum
dan hukum perdata khususnya hukum perusahaan dan bidang hukum lain
yang terkait. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
tambahan literatur dalam dunia kepustakaan sehingga bisa bermanfaat
sebagai acuan dalam berproses untuk hal belajar dan mengajar dan juga
penelitian-penelitian terkait dengan konsep Pemilik Manfaat perseroan di
kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap pemerintah

juga turut menyempurnakan dan mempertegas himbauan tentang

pemilik manfaat.

b. Bagi Perseroan

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar para

pemegang kepentingan dalam perseroan dapat memahami tentang

konsep pemilik manfaat juga turut serta meningkatkan kesadarannya

terhadap pelaporan pemilik manfaat kepada instansi terkait guna

mencegah terjadinya risiko hukum yang merugikan bagi perseroan.
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E. RUANG LINGKUP
Berdasarkan judul skripsi yang akan diteliti penulis, maka ruang lingkup dari
penelitian skripsi ini hanya akan memfokuskan pada bagaimana pengaturan
prinsip pemilik manfaat sebagai upaya mitigasi risiko hukum serta relevansi dan

penerapan prinsip keterbukaan pemilik manfaat.

F. KERANGKATEORI
Kerangka Teori merupakan landasan teori atau teori dukungan dalam
membangun atau memperkuat argumen kebenaran dari permasalahan yang akan
diteliti. Kerangka teori bertujuan untuk mendorong penulis dalam memecahkan
problematika hukum yang sedang diteliti. Untuk itu penulis menggunakan teori-
teori pendukung sebagai berikut:
1. Teori Kepastian Hukum
Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan
logis.l” Dimana kepastian merupakan sebuah perihal atau keadaan yang
pasti sedangkan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Sehingga
kepastian hukum salah satu tujuannya dan dapat dikatakan sebagai upaya
mewujudkan keadilan.
Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya

memang lebih berdimensi yuridis, namun batasan kepastian hukum yang

17 Amiruddin & Zainuddin. 2004. “Pengantar Metode Penelitian Hukum”. Raja Grafindo
Persada.HIm. 24.
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diberikan oleh Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah
diperoleh (accessible);

b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya;

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap
aturanaturan tersebut;

d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu
mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan
secara konkret dilaksanakan. 8
Keadilan dan Kepastian hukum merupakan 2 (dua) unsur ysng

saling tarik menarik seperti yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh

“keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang

kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam

praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi
tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya
aspek keadilan yang terdesak. Ketidak sempurnaan peraturan hukum ini
dalam praktik dapat di atasi dengan jalan memberi penafsiran atas

peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit.

18 | j Van Apeldoorn dalam Shidarta. 2006. “Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran
Kerangka Berfikir’. Bandung.PT.REVIKA Aditama.HIm.84
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Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan
kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus
mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. ° Maka dapat
disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan
hukum sebagai upaya mewujudkan keadilan contohnya pelaksanaan
dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tidak memandang siapa
yang melakukannya. Teori kepastian hukum ini digunakan untuk
menjawab permasalahan tentang bagaimana pengaturan prinsip pemilik

manfaat perseroan terbatas sebagai upaya mitigasi risiko hukum.

2. Teori Good Corporate Governance

Cadbury Committee mendefinisikan pengertian dari Good
Corporate Governance adalah sebuah sistem yang menjadi pengatur
hubungan antar pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas
perusahaan dan perusahaan itu sendiri.2°

“Good Corporate Governance menurut Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI) adalah seperangkat peraturan yang
mengatur  hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-

19 Roeslan Saleh. 1996. “Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional” . Jakarta.
Karya Dunia Fikir. HIm. 121

202020.  “Pengertian  Good Corporate  Governance (GCG) &  Prinsipnya”.
https://info.populix.co/articles/good-corporate-governance/ (diakses pada tanggal 30 Agustus 2022
Pukul 9.30)
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hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang
mengendalikan perusahaan. Tujuan Good Corporate Governance ialah
untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders)?!

Dalam Good Coorporate Governance, merupakan seperangkat
peraturan dan upaya perbaikan sistem dalam proses pengelolaan
organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang,
hak, dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi.
Dalam penerapan Good Corporate Governance, Komite Nasional
Kebijakan Governance pada tahun 2006 menerbitkan 5 (lima) prinsip
yang terdapat dalam pedoman umum yaitu:

1) Transparansi, yang merupakan kewajiban perusahaan  untuk
memastikan ketersedian dan keterbukaan informasi yang relevan dan
metrial penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui
keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan
perusahaan/perseroan.

2) Pertanggungjawaban, merupakan prinsip yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban dalam artian perusahaan mampu diminta

pertanggungjawabannya atas segala tindakan yang diambil.

21 Muhammad Shidqon Prabowo. 2018. “Dasar-Dasar Good Corporate Governance”.
Yogyakarta. Ull Press. HIm.6
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3) Akuntabilitas, vyaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan/organisasi sehingga pengelolaan
perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

4) Independensi, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun.
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing masing
organ tidak saling mendominasi.

5) Kewajaran dan Kesetaraan, yaitu perlakuan dari perusahaan terhadap
pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi
yang seharusnya. 22 Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan
tentang pengaturan prinsip pemilik manfaat perseroan terbatas sebagai
upaya mitigasi risiko hukum dan bagaimana penerapan prinsip pemilik
manfaat perseroan terbatas mewujudkan mitigasi risiko hukum

pengelolaan perseroan terbatas.

3. Teori keterbukaan Informasi Publik
Prinsip Keterbukaan Informasi, merupakan salah satu komponen
dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).
Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak
rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja
pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya,

maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur

22 pytri, Bena Eka. 2014. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT
Purnama Semesta Alamiah”. Jurnal AGORA. Vol.2, Nomor2.
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tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(yang selanjutnya disebut UU KIP), (LNRI Nomor 61 Tahun 2008,
TLNRI Nomor 4846) yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008

dan berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan, berarti tanggal
mulai berlakunya adalah 30 April 2010.23 Keterbukaan informasi
bersifat terus-menerus, saat ini atau secara periodik. Teori ini digunakan
untuk menjawab permasalahan tentang relevansi pengaturan pemilik
manfaat perseroan terbatas dengan prinsip keterbukaan pemilikan

manfaat.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Winarno Surachmand adalah kegiatan
ilmiah dalam mengumpulkan pengetahuan baru yang bersumber dari
primer-primer, dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip
umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang
diselidiki. Metode penelitian berisikan tentang penjelasan-penjelasan
mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber, teknik pengumpulan,
teknik analisis bahan hukum serta teknik penarikan kesimpulan yang
nantinya akan berguna untuk mengemukakan secara teknis tentang

metode-metode penelitian sebagai berikut:

23 Retnowati, Endang. 2012. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good governanance”.
Jurnal PERSPEKTIF. Vol. XVII, Nomorl. Januari
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah
suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum
normatif memiliki objek penelitian berupa norma hukum, konsep hukum,
asas hukum, dan doktrin hukum. Dalam bukunya Soejono Soekanto

membagi ruang lingkup penelitian normatif menjadi 2:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
d. Penelitian perbandingan hukum; dan

e. Penelitian sejarah hukum.

Sementara itu menurut Jhony lbrahim dalam Gede Marhaendra Wija

Atmaja membagi objek penelitian hukum normatif kedalam 3 (tiga)

pertanyaan, berupa:

1. Apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan
hukum positif telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum
yang bermaksud menciptakan keadilan;

2. Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai

hukum yang ada;

24 goerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. ~Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat” . Jakarta: Raja Grafindo Persada. HIm. 13
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3. Apakah gagasan mengenai pengaturan tentang suatu perbuatan
tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum atau filsafat
hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa
pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian
yang mengutamakan bahan hukum sebagai acuan dasar dalam
melaksanakan penelitian. Dilaksanakan dengan meneliti isi dan aturan
hukum dalam perundang-undnagan yang bersangkutan dengan isu
hukum yang diteliti.2
b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan ini dilakukan peneliti untuk mencoba membandingkan
hukum suatu negara dengan negara lain menurut W. Ewald (dalam
Critical Comparative Law). Dalam penelitian ini dikenal dengan 2(dua)
pendektan perbandingan, yaitu pendekatan perbandingan makro dan
pendekatan perbandingan mikro.?® Perbandingan hukum makro lebih
berfokus kepada masalah-masalah atau tema besar sepeerti masalah

sistematika sedangkan perbandungan hukum mikro berkaitan dengan

25 JonaediEfendi dkk. 2016. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”. Jakarta.
Kencana.HIm.3.

26 C.F.G SunaryatiHartoNomor2006. “Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad
ke-20 7, Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2.HIm. 139
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aturan-aturan hukum, kasus-kasus, dan lembaga-lembaga yang bersifat

khusus.2”

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini yang bersifat normatif memerlukan beberapa

penunjang bahan hukum yang akan mendukung penulis dalam melakukan

penelitian ini, beberapa bahan tersebut adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat

mengikat yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan
Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

27 Barda Nawawi Arief. 2014. “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. HIm. 4
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7) Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
Dari Korporasi;

8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
dari Korporasi;

9) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
di Sektor Jasa Keuangan;

10) Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang penerapan prinsip
mengenali pengguna jasa bagi perencana keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum
primer dalam sebuah penelitian yang akan memperkuat argumentasi
atau penjelasan didalamnya. Bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer bisa berupa buku-buku yang
berkaitan dengan prinsip mengenali manfaat perseroan.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

arah berupa petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan
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sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan
sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Melalui studi dokumen vyaitu pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan-peraturan dan
dokumen-dokumen yang terkait dengan skripsi ini.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan
semua bahan hukum yang terkumpul secara sistematis lengkap dan
rinci sehingga memudahkan untuk melakukan interpretasi bahan
hukum dan pengambilan kesimpulan. Analisis bahan hukum ini
dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu, menganalisis
bahan hukum yang kemudian dideskripsikan untuk menjawab
permasalahan dalam skripsi ini.
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif
dimana kesimpulan disusun dengan cara menentukan fakta umum
sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan

gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.
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